
   
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR   8  TAHUN   2018 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

 NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :  a.  bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak daerah 

sebagai sumber pendapatan asli daerah yang penting guna 

mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, 

dan bertanggung jawab; 

 b.  bahwa diperlukan penyesuaian tarif pajak hiburan sesuai 

dengan perkembangan ekonomi dan kondisi sosial 

masyarakat; 

c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 188.34-8820 Tahun 2016 tentang 

Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, perlu 

menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 

Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 

 d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo             

Nomor 9  Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 

 

Mengingat   :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten/ Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi 

Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 



 2 

 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang             

Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara             

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4775); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Restribusi Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor  5179); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  6041); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 70) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 
2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 88); 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
dan 

BUPATI SIDOARJO  
 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK  HIBURAN.  

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) diubah sebagai 
berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut : 

  
Pasal 3 

 

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan 

dengan dipungut bayaran. 
(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. tontonan film; 
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 
d. pameran; 
e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya; 

f. sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. permainan bilyar dan bowling; 

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan 
ketangkasan; 

i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 
kebugaran (fitness center); dan 

j. pertandingan olahraga.  
(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah 

penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, 

dan pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional. 
 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut: 

 
Pasal 7 

 

Tarif Pajak Hiburan sebagai berikut : 
a. pertunjukan film di bioskop, dikenakan pajak sebesar 15 % 

(lima belas persen); 
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana,                        

dikenakan sebesar 10 % (sepuluh persen);  
c. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/ atau busana yang 

bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan 

karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dan 
kesenian tradisional, dikenakan sebesar 5 % (lima persen); 

d. kontes kecantikan, dan sejenisnya, sebesar 25 % (dua 
puluh lima persen); 

e. kontes binaraga, dan sejenisnya, sebesar 15 % (lima belas 
persen); 

f. pameran yang bersifat komersial, sebesar 15 % (lima belas 

persen); 
g. diskotik, klab malam, pub, bar, dan musik dengan Disc 

Jockey (DJ), sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); 
h. karaoke, dan live music, dikenakan sebesar 20 % (dua 

puluh persen); 
i. sirkus, akrobat, dan sulap, dan sejenisnya, dikenakan 

sebesar 15% (lima belas persen); 
j. permainan bilyar, dan bowling, sebesar 25 % (dua puluh 

lima persen); 
k. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan,  dikenakan sebesar 15 % (lima belas persen); 

l. panti pijat, mandi uap, dan spa, dikenakan sebesar 35 % 
(tiga puluh lima persen); 

m. refleksi, dan pusat kesegaran/Fitness Center,  sebesar 15 % 
(lima belas persen); 
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n. pertandingan olahraga yang berkelas nasional, dan 
internasional, dikenakan sebesar 15 % (lima belas persen). 

 
 

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 9 
 

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah 
tempat hiburan diselenggarakan. 

 

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 37 

 
Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus 
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan 

Daerah ini diundangkan. 
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo. 
 
 

         Ditetapkan di  Sidoarjo 
               pada  tanggal  31 Desember  2018 

 
            BUPATI SIDOARJO, 

 
 
              ttd 

 
                                                                                        SAIFUL ILAH 

 
Diundangkan di Sidoarjo 

pada tanggal   31 Desember    2018 
 
 SEKRETARIS DAERAH 

 KABUPATEN SIDOARJO, 
 

           ttd 
 

 
ACHMAD ZAINI 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI B 
 

 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 453-8/2018 
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PENJELASAN 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  

NOMOR   8  TAHUN 2018 

 

TENTANG 

  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO 

NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN 

 

 

I.  UMUM 
 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam  otonomi daerah, 

Kabupaten Sidoarjo mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut,  Pemerintah 

Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagaimana 

ketentuan dalam Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah.  Mengingat perpajakan daerah merupakan 

salah satu bentuk  pembebanan kepada rakyat, maka  pajak dan pungutan 

lain yang memaksa ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana 

perintah dari ketentuan undang-undang  tersebut diatas.  

Hasil penerimaan Pajak Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan 

yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi 

dari pusat melalu berbagai mekanisme.  Dalam banyak hal, dana alokasi dari 

pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan 

pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah 

tentang Pajak Hiburan ini diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan 

APBD Kabupaten Sidoarjo yang pada gilirannya dapat dipergunakan untuk 

pembangunan daerah.  

Pengenaan tarif Pajak Hiburan dapat dikatakan selalu lebih tinggi daripada 

jenis pajak daerah lainnya, hal ini mengingat secara filosofis kebutuhan 

terhadap hiburan sesungguhnya bukan hal  yang bersifat dasar/ primer. 

Maka berdasarkan kondisi faktual mengenai perkembangan dunia hiburan                  

di Kabupaten Sidoarjo, sudah seharusnya hal ini dapat dimanfaatkan secara 

penuh dalam rangka penerimaan pendapatan asli daerah. Selain alasan 

yuridis tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan ini 

diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak melalui serangkaian 

pengaturan prosedur/ mekanisme dalam pemungutan pajak.  
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II. PASAL DEMI PASAL 
  
 Pasal I 
 
 Angka 1 
 
   Pasal 3 
    Cukup Jelas 
 Angka 2   

Pasal 7 
 Huruf a 
   Cukup Jelas 
 Huruf b 
   Cukup Jelas 
  Huruf c 
   Cukup Jelas 
 Huruf d 
   Cukup Jelas 
  Huruf e 
   Cukup Jelas 
 Huruf f 
   Cukup Jelas 
 Huruf g 
   Cukup Jelas 
 Huruf h 
   Cukup Jelas 
 Huruf i 
   Cukup Jelas 
 Huruf j 
   Cukup Jelas 
 Huruf k 

Permainan ketangkasan dimaksud termasuk taman 
permainan air, wisata tirta (water park/ water boom), 
seluncur (ice skating), permainan anak/ remaja, 
permainan yang menyediakan Game Online, dan 
sejenisnya 

Huruf l 

Cukup Jelas 
Huruf m 

Cukup Jelas 
Huruf n 

Cukup Jelas 
Angka 3 
 Pasal 9 

  Cukup Jelas 
 

Angka 4 
 Pasal 37 

  Cukup Jelas 
 
Pasal II 

Cukup Jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 89  
 

 


